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Kerja sama itu di-
arahkan untuk menye-
laraskan tugas dan 
fungsi kedua lembaga, 
terutama dalam penye-
lenggaraan pelayanan 
publik di bidang per-
tanahan. Kolaborasi 
tersebut diharapkan 
membuat koordina-

BUTON SELATAN, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan 
Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan menyepakati penguatan 
kerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan bagi mas-
yarakat. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota 
Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanji-
an Kerja Sama (PKS) di Ruang Bupati Buton Selatan, Selasa (15/9/2026).

si antara pemerintah 
daerah dan Kantor 
Pertanahan berjalan 
lebih terpadu sehing-
ga pelayanan kepa-
da masyarakat dapat 
dilakukan secara efek-
tif dan tepat sasaran.

Bupati Buton Se-
latan H. Muham-

mad Adios, S.Sos., 
M.B.A., mengatakan 
pemerintah daer-
ah berkepentingan 
memperkuat koordi-
nasi dengan Kantor 
Pertanahan karena 
urusan pertanahan 
bersentuhan langsung 
dengan kepentingan 

masyarakat. Pemkab, 
kata dia, akan terus 
mendukung sinergi 
antarlembaga untuk 
memperbaiki kualitas 
pelayanan publik.

“Kerja sama ini di-
harapkan dapat mem-
perkuat koordinasi 
dalam pelayanan per-
tanahan dan memberi-
kan manfaat langsung 
bagi masyarakat. Pe-
merintah daerah akan 
terus mendukung sin-
ergi dengan Kantah 
dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan 
publik,” ujar Adios.

Kepala Kantor Per-

tanahan Kabupaten 
Buton Selatan Asnani 
menilai penandatan-
ganan kesepakatan 
tersebut menjadi lang-
kah konkret untuk 
mempererat kolabora-
si dengan pemerintah 
daerah. Kerja sama 
itu juga diharapkan 
dapat meningkatkan 
efektivitas pelayanan 
sekaligus memperluas 
manfaatnya bagi mas-
yarakat.

“Semoga ker-
ja sama ini menjadi 
langkah nyata dalam 

BAUBAU, BP 
- Lembaga Pemas-
yarakatan (Lapas) 
Kelas IIA Baubau 
memperketat penga-
wasan internal melalui 
operasi penggeleda-

Lapas Baubau Periksa 32 
Kamar, Razia Gabungan  TNI, 
Polri dan BNN Tak Temukan 

HP dan Narkoba

Laporan: Firman han gabungan dan 
tes urine yang mel-
ibatkan aparat pen-
egak hukum, Selasa 
(17/9/2026). Dari pe-
meriksaan terhadap 32 
kamar warga binaan, 

BUTON SELA-
TAN, BP - Bupa-
ti Buton Selatan, H. 
Muhammad Adi-
os, S.Sos., M.B.A., 
meninjau langsung 
sumber air baru yang 
muncul di Desa Bu-
rangasi, Kecamatan 
Lapandewa. Sumber 
air yang baru mengalir 

Ditemukan Sumber Air Baru 
di Burangasi, Bupati Adios: 

Jawaban Atas Doa Warga yang 
Selama Ini Menanti

beberapa hari terakhir 
ini diharapkan menja-
di solusi pemenuhan 
kebutuhan air bersih 
bagi warga desa dan 
wilayah sekitarnya.

 Dalam kunjun-
gan tersebut, Bupati 
didampingi Sekretar-
is Daerah, Asisten I 
Setda, para Kepala 

BUTON SELA-
TAN, BP -  Pemerin-
tah Kabupaten Buton 
Selatan memberikan 
kemudahan bagi mas-
yarakat yang memi-
liki tunggakan pajak. 
Melalui kebijakan 

Bebas Sanksi Administrasi! Pemkab Buton Selatan Buka 
Kesempatan Penyelesaian Tunggakan PBB-P2

pemutihan sanksi ad-
ministrasi Pajak Bumi 
dan Bangunan Per-
desaan dan Perkota-
an (PBB-P2), warga 
dapat melunasi kewa-
jibannya tanpa dike-
nakan denda. Kebija-
kan ini berlaku sejak 

Juli hingga akhir Sep-
tember 2026.

 Kepala Badan 
Pendapatan Daerah 
(Bapenda) Kabupaten 
Buton Selatan, Drs. 
MZ Amril Tamim, 
M.Si., menjelaskan 
program ini dirancang 

untuk mendorong 
kepatuhan sekaligus 
m e n g o p t i m a l k a n 
Pendapatan Asli Daer-
ah (PAD).

 “Melalui pemuti-
han ini, masyarakat 
diberikan kesempatan 
menyelesaikan kewa-
jiban pajaknya tan-
pa membayar sanksi 
administrasi. Kami 
berharap kebijakan 
ini dimanfaatkan se-
baik-baiknya sehingga 
kepatuhan dan ketert-
iban pembayaran pa-
jak semakin mening-
kat,” ujar Amril, Senin 
(14/9/2026). 

Selain pemutihan, 
Pemkab Buton Sela-
tan juga memperkuat 

BAUBAU, BP- 
Balai Pemasyarakatan 
(Bapas) Kelas II Bau-
bau memperkuat kap-
asitas jajaran dalam 
pengelolaan anggaran 
dan komunikasi pub-
lik dengan mengikuti 
Pembukaan Bimbin-
gan Teknis (Bimtek) 
Penyusunan Anggaran 

Bapas Baubau Perkuat Tata Kelola Anggaran dan 
Kehumasan Melalui Bimtek

Laporan: Prasetio dan Kehumasan di 
Aula Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Su-
lawesi Tenggara, Ka-
mis (17/9/2026).

Kepala Bapas Ke-
las II Baubau Mustar 
Taro hadir dalam ke-
giatan tersebut sebagai 
bentuk dukungan ter-
hadap peningkatan 
kompetensi jajaran pe-

masyarakatan. Bimtek 
ini menjadi bagian dari 
upaya memperkuat 
tata kelola organisasi 
agar pelaksanaan tugas 
berjalan profesional, 
transparan, dan beror-
ientasi pada pelayanan 
masyarakat.

Materi penyusunan 
anggaran diarahkan 
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JAKARTA, BP- 
Presiden Prabowo 
Subianto mengung-
kap pengalaman 
emosionalnya keti-
ka membaca War-
rior of the Light 
karya penulis Bra-
sil, Paulo Coelho, 
pada awal 2000-an. 
Buku yang diper-
olehnya dari sang 
kakak, Maryani 
Djojohadikusumo, 
itu dibaca ketika 
Prabowo menga-
ku sedang berada 
dalam fase paling 
sulit dalam perjala-
nan hidupnya.

Prabowo men-
ceritakan pengala-
man tersebut dalam 
program Presiden 
Prabowo Men-
jawab, yang dikutip 
pada Jumat (18/9). 
Menurut dia, mes-
ki Warrior of the 
Light merupakan 
buku yang relatif 
tipis, isinya terasa 
sangat dekat den-
gan keadaan yang 
tengah dihadapinya 
ketika itu.

Ia mengatakan 
pesan dalam buku 
tersebut begitu 
membekas hing-
ga membuatn-
ya menangis saat 
membacanya. Pra-
bowo merasa tu-
lisan Coelho seolah 
berbicara langsung 
mengenai situasi 
yang sedang diala-
minya.

“Habis itu saya 
baca, saya baca itu, 
terus aja saya kel-
uar air mata, seo-
lah-olah dia bicara 
ke saya,” kata Pra-

JAKARTA, BP- 
Ketua Umum Par-
tai Amanat Nasional 
(PAN) Zulkifli Hasan 
alias Zulhas mengung-
kap alasan partainya 
tiga kali berturut-turut 
memberikan dukun-
gan kepada Prabowo 
Subianto dalam Pemi-
lihan Presiden (Pil-
pres) 2014, 2019, dan 
2024. Menurut dia, 
konsistensi tersebut 
berangkat dari persa-
maan nilai perjuangan 
dan cita-cita politik, 
bukan semata-mata 
kalkulasi elektoral.

Pernyataan itu dis-
ampaikan Zulhas da-
lam acara HUT ke-28 
PAN yang turut dihad-
iri Presiden Prabowo 
Subianto. Ia menga-
takan hubungan PAN 
dan Prabowo telah 
berlangsung panjang 
sehingga dukungan 
politik yang diberikan 
dalam tiga kontesta-
si Pilpres merupakan 
bagian dari perjalanan 
perjuangan yang telah 
mereka lewati bersa-
ma.

“Karena ada persa-
maan nilai perjuangan 
dan cita-cita dalam 
membangun negara 
untuk mewujudkan 
kedaulatan bangsa, 
khususnya Pasal 33 
dan 34. Baru Bapak 
yang bicara mengenai 
Pasal 33. Komitmen 
itu yang kita pegang 
teguh,” ujar Zulhas.

Dukungan PAN 
kepada Prabowo 
pertama kali terjadi 
pada Pilpres 2014. 
Saat itu, Prabowo 
berpasangan den-
gan Hatta Rajasa, 
yang merupakan 
Ketua Umum PAN. 
Pasangan tersebut 
didukung sejum-
lah partai, termasuk 
Gerindra dan PAN, 
tetapi akhirnya ka-
lah dari pasangan 
Joko Widodo-Jusuf 
Kalla. Prabowo-Hat-

Prabowo Kenang Masa Sulit 1998, Buku 
Paulo Coelho Jadi Penguat Dirinya

Presiden Prabowo Subianto mengungkap buku berjudul Warrior of the Light karya novelis asal 
Brazil, Paulo Coelho jadi salah satu buku favoritnya.

Laporan: Alwan bowo.
Buku tersebut, 

kata Prabowo, 
dikenalnya setelah 
diberikan Maryani 
pada awal 2000-an. 
Saat itu, ia tengah 
menjalani periode 
setelah berakhirn-
ya karier militern-
ya pada penghu-
jung 1990-an dan 
menghadapi berb-
agai tuduhan yang 
menurutnya mem-
buat dirinya berada 
di titik nadir.

“Saya lagi bisa 
dikatakan saya di 
titik nadir, saya ha-
bis lengser 98/99, 
saya dituduh ma-
cam-macam, kude-
ta, ini semua, pen-
culikan apa semua, 
saya titik nadir,” 
ujarnya.

Periode yang di-
maksud Prabowo 
berkaitan dengan 
gejolak politik In-
donesia pada 1998. 
Presiden Soehar-
to mengundurkan 
diri pada 21 Mei 
1998 setelah 32 ta-
hun berkuasa dan 
digantikan Wakil 
Presiden B.J. Habi-
bie. Sehari setelah 
pergantian kekua-
saan itu, Prabowo 
dicopot dari jabatan 
Pangkostrad di ten-
gah ketegangan 
mengenai perger-
akan pasukan dan 
situasi keamanan 
Jakarta.

Catatan sejarah 
mengenai periode 
tersebut juga men-
cakup kontroversi 
penculikan aktivis 
1997â€“1998. De-
wan Kehormatan 
Perwira pada 1998 

menyatakan Pra-
bowo melakukan 
“misinterpretasi 
perintah” dalam 
kasus penculikan 
sembilan aktivis 
dan merekomen-
dasikan pember-
hentian dari dinas 
militer. Prabowo 
sendiri kemudi-
an berulang kali 
membantah sejum-
lah tuduhan terkait 
peristiwa tersebut.

Dalam konteks 
itulah, pengalaman 
membaca karya 
Coelho menjadi ba-
gian dari cerita per-
sonal yang disam-
paikan Prabowo. Ia 
mengatakan dirin-
ya langsung mem-
baca buku tersebut 
dan meresapi isin-
ya karena mene-
mukan pesan yang 
terasa berhubungan 
dengan keadaan 
hidupnya saat itu.

“Bukunya malah 
enggak terlalu te-
bal, tipis, buku itu 
ditulis orang Brazil, 
Paulo Coelho, War-
rior of the Light,” 
kata Prabowo.

Secara histo-
ris, Warrior of the 
Light atau Manual 
of the Warrior of 
Light diterbitkan 
Coelho pada 1997. 
Karya tersebut lahir 
dalam periode ke-
tika nama Coelho 
telah dikenal luas 
melalui The Alche-
mist, novel yang 
pertama kali diter-
bitkan dalam ba-
hasa Portugis pada 
1988 dan kemu-
dian berkembang 
menjadi salah satu 
karya sastra Brasil 

yang dikenal secara 
internasional.

Coelho sendi-
ri dikenal sebagai 
penulis Brasil yang 
banyak mengek-
splorasi tema pen-
carian makna, per-
jalanan batin, dan 
spiritualitas. Aka-
demi Sastra Brasil 
mencatat sejumlah 
karya pentingnya, 
termasuk The Al-
chemist pada 1988 
dan The Manual 
of the Warrior of 
Light pada 1997.

Bagi Prabowo, 
buku tersebut ti-
dak sekadar men-
jadi bacaan, tetapi 
memiliki makna 
personal karena 
hadir ketika dirinya 
menghadapi masa 
penuh tekanan. Ia 
kemudian men-
yarankan genera-
si muda Indonesia 
untuk membaca 
karya-karya Pau-
lo Coelho, terma-
suk Warrior of the 
Light dan The Al-
chemist.

Kisah tersebut 
sekaligus menun-
jukkan bagaimana 
sebuah karya sastra 
dapat memperoleh 
makna berbeda 
bagi setiap pem-
baca. Dalam pen-
galaman yang di-
ceritakan Prabowo, 
buku Coelho had-
ir sebagai bacaan 
yang menurutnya 
mampu memberi-
kan ruang refleksi 
ketika ia mengh-
adapi salah satu 
periode paling be-
rat dalam perjala-
nan hidupnya.(*)

Zulhas Ungkap Alasan PAN Tiga Kali 
Berturut-turut Mendukung Prabowo

HUT PAN dihadiri Prabowo
Laporan: Alwan ta memperoleh 46,85 

persen suara, se-
dangkan Jokowi-JK 
meraih 53,15 persen.

Lima tahun kemu-
dian, PAN kemba-
li berada di barisan 
pendukung Prabowo 
ketika ia maju se-
bagai calon presiden 
bersama Sandiaga 
Uno. Pilpres 2019 
kembali dimenang-
kan Joko Wido-
do-Maâ€™ruf Amin 
dengan 55,50 pers-
en suara, sedangkan 
Prabowo-Sandiaga 
memperoleh 44,50 
persen dari suara na-
sional.

Meski dua kali 
mengalami kekalah-
an dalam kontestasi 
tersebut, PAN kem-
bali mendukung Pra-
bowo pada Pilpres 
2024. Dukungan itu 
menjadikan PAN tiga 
kali berturut-turut 
berada di belakang 
Prabowo, sekaligus 
mengantarkan Pra-
bowo-Gibran Raka-
buming Raka mem-
peroleh 96.214.691 
suara berdasarkan 
rekapitulasi nasional 
KPU yang ditetap-
kan pada 20 Maret 
2024.

Zulhas men-
genang keputusan 
PAN untuk kemba-
li mendukung Pra-
bowo pada 2024. 
Ia mengatakan, se-
belum keputusan 
itu diambil, dirinya 
menemui Prabowo 
yang ketika itu ma-
sih menjabat Menteri 
Pertahanan di kantor 
Kementerian Pertah-
anan.

Dalam pertemuan 
tersebut, Zulhas 
menyampaikan bah-
wa PAN tetap memi-
lih bersama Prabowo 
meskipun Partai Ger-
indra dapat bergerak 
sendiri dalam meng-
hadapi Pilpres 2024. 
“Pak, walaupun Ger-
indra sendiri, kami 
bersama Bapak. Kita 

tuntaskan cita-cita 
perjuangan Bapak, 
insyaallah kali ini 
berhasil,” kata Zul-
has.

Menurut Zulhas, 
pengalaman panjang 
tersebut membuat 
PAN tidak perlu lagi 
membuktikan loyal-
itasnya kepada Pra-
bowo. Ia mengingat-
kan bahwa partainya 
tetap bersama Pra-
bowo ketika dua kali 
mengalami kekalah-
an sebelum akhirnya 
meraih kemenangan 
pada Pilpres 2024.

“ K e b e r s a m a a n 
PAN dan Pak Pra-
bowo telah melewati 
sejarah panjang dan 
berliku. Tidak hanya 
satu musim pemilu 
presiden, tapi sudah 
puluhan tahun ber-
juang bersama-sa-
ma,” ujar Zulhas.

Secara historis, 
perjalanan Prabowo 
dalam pemilihan 
presiden memang 
berlangsung lintas 
empat kontestasi. 
Pada 2009, ia menja-
di calon wakil pres-
iden mendampingi 
Megawati Soekar-
noputri. Pada 2014 
dan 2019 ia maju 
sebagai calon pres-
iden, sebelum akh-
irnya memenang-
kan Pilpres 2024 
bersama Gibran.

Zulhas me-
nilai keberlanju-
tan dukungan PAN 
tersebut berkaitan 
dengan kesamaan 
agenda perjuangan, 
terutama gagasan 
mengenai kedau-
latan bangsa serta 
amanat Pasal 33 
dan 34 UUD 1945. 
Ia menegaskan 
komitmen itulah 
yang menurutnya 
menjadi salah satu 
dasar PAN mem-
pertahankan ke-
bersamaan politik 
dengan Prabowo 
dalam tiga Pilpres 
berturut-turut.(*) 
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M A K A S S A R , 
BP- Pemerintah 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Pemprov 
Sultra) memperoleh 
dua penghargaan pada 
ajang Apresiasi Pe-
merintah Daerah Ber-
prestasi 2026 Batch 
II Regional Sulawesi 
di Makassar, Jumat 
malam (18/9/2026). 
Dua penghargaan 
tersebut menempatkan 
Sultra di posisi kedua 
pada kategori Akses 
dan Kualitas Layanan 
Kesehatan serta Pen-
gelolaan Sampah dan 
Lingkungan Asri, den-
gan total dana apresia-
si Rp3 miliar.

Penghargaan itu 
diterima di tengah 
agenda yang dihadiri 
Menteri Dalam Neg-
eri Tito Karnavian, 
Menteri Koordinator 
Bidang Politik dan 
Keamanan Djamari 
Chaniago, serta se-
jumlah kepala daerah 
se-Sulawesi. Acara 
berlangsung di Hotel 
Claro Makassar dan 
diselenggarakan se-
bagai bentuk apresiasi 
terhadap kinerja pe-
merintah daerah seka-
ligus dorongan untuk 
memperkuat inovasi 
dan pelayanan publik.

Bagi Sultra, capaian 
tersebut melanjutkan 
hasil pada Batch I yang 
digelar di Kota Kend-
ari pada Juni 2026. 
Pada ajang sebelum-
nya, Pemprov Sul-
tra meraih peringkat 
kedua untuk kategori 
Creative Financing, 
sehingga rangkaian 
penghargaan 2026 
menambah catatan ca-
paian provinsi tersebut 
dalam beberapa aspek 
penyelenggaraan pe-
merintahan daerah.

Gubernur Sultra 

KENDARI, BP- 
Pemerintah Kota 
Kendari memperketat 
pengawasan aktivitas 
penjualan bahan bakar 
minyak (BBM) ecer-
an di sekitar stasiun 
pengisian bahan bakar 
umum (SPBU) setelah 
antrean BBM bersub-
sidi sempat meman-
jang di sejumlah titik. 
Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) mu-
lai menyosialisasikan 
larangan tersebut ke-
pada pedagang sebe-
lum penertiban dilaku-
kan.

Sosialisasi ber-
langsung di sekitar 
SPBU Anduonohu dan 
SPBU Tapak Kuda, 
Kota Kendari, Jumat 
(18/9/2026). Pelak-
sana Tugas (Plt) Ka-
sat Satpol PP Kota 
Kendari Dasril Yamin 
bersama personeln-
ya meminta pedagang 
memahami ketentu-
an yang berlaku dan 
menghentikan aktivi-
tas perdagangan BBM 
di kawasan tersebut.

Dasril mengatakan, 
pemerintah tidak 
langsung melakukan 
penertiban terhadap 
stok yang masih dimi-
liki pedagang. Mere-
ka diberi kesempatan 
untuk menghabiskan 
persediaan BBM yang 
tersisa, kemudian di-
minta tidak kembali 
menjual BBM di seki-
tar SPBU.

“{Kami melaku-
kan sosialisasi terlebih 
dahulu kepada peda-
gang-pedagang eceran 
di sekitar SPBU An-
duonohu dan SPBU 
Tapak Kuda untuk 
segera menghabiskan 
sisa stok BBM yang 
masih ada. Setelah itu 
untuk tidak berjua-
lan lagi di sekitaran 
SPBU,” kata Dasril.

Larangan tersebut 
bukan aturan baru 
yang dibuat dalam 
penanganan antre-
an BBM saat ini. 
Pemerintah Kota 
Kendari mendasar-
kan penertiban pada 
Peraturan Daerah 
Kota Kendari No-

Pemprov Sultra Raih Dua Penghargaan 
di Makssar, Bawa Pulang Dana 

Rp3 Miliar

Laporan: Lisna Andi Sumangerukka 
mengatakan bidang 
kesehatan menjadi 
salah satu fokus pem-
bangunan pemerin-
tah provinsi. Karena 
itu, penghargaan pada 
kategori akses dan 
kualitas layanan kes-
ehatan dinilai berkai-
tan dengan upaya pe-
merintah memperkuat 
pelayanan dasar bagi 
masyarakat.

“ Saya bersama 
seluruh masyarakat 
menyampaikan ban-
yak terima kasih ke-
pada Bapak Mendagri 
yang memberikan 
apresiasi kepada kami, 
termasuk fiskalnya, 
yang akan digunakan 
untuk kepentingan 
masyarakat,” kata 
Andi Sumangerukka 
dalam konferensi pers 
bersama Mendagri se-
usai acara.

Di bidang lingkun-
gan, Pemprov Sul-
tra juga menjalankan 
agenda kebersihan 
secara rutin. Sepan-
jang 2026, pemerintah 
provinsi mencanang-
kan kegiatan korve 
atau kerja bakti bersa-
ma setiap pekan yang 
dilaksanakan pada 
hari Selasa. Program 
tersebut menjadi ba-
gian dari upaya men-
jaga lingkungan tetap 
bersih dan asri.

Dalam penilaian 
pada kategori Penge-
lolaan Sampah dan 
Lingkungan Asri, 
Sultra bersama Su-
lawesi Selatan ter-
catat memperoleh 
penghargaan. Tro-
fi kategori tersebut 
diserahkan Menteri 
Dalam Negeri Tito 
Karnavian kepada 
perwakilan pemer-
intah provinsi pada 
malam penganugera-
han di Makassar.

Prestasi Sultra 

juga beriringan den-
gan capaian pemer-
intah daerah lain di 
kawasan Sulawesi. 
Pada kategori Ak-
ses dan Kualitas 
Layanan Kesehatan 
tingkat kota, Kota 
Kendari menempa-
ti peringkat perta-
ma dan memperoleh 
dana apresiasi Rp2 
miliar, sedangkan 
Kota Baubau berada 
di posisi kedua den-
gan dana apresiasi 
Rp1,5 miliar.

Pemberian apre-
siasi tersebut ber-
langsung dalam 
konteks penyeleng-
garaan otonomi 
daerah yang telah 
berkembang sela-
ma lebih dari dua 
dekade. Indone-
sia memasuki fase 
penting desentral-
isasi setelah lahirn-
ya Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pe-
merintahan Daerah, 
yang memberikan 
ruang lebih luas ke-
pada daerah untuk 
mengatur dan men-
gurus pemerintahan 
berdasarkan prinsip 
desentralisasi.

Kerangka pe-
merintahan daerah 
kemudian diperbarui 
melalui Undang-Un-
dang Nomor 23 Ta-
hun 2014. Regulasi 
tersebut menegaskan 
bahwa penyeleng-
garaan pemerintah-
an daerah diarahkan 
antara lain untuk 
mempercepat kese-
jahteraan masyarakat 
melalui peningkatan 
pelayanan, pember-
dayaan, dan peran 
serta masyarakat ser-
ta peningkatan daya 
saing daerah.

Fokus terhadap 

layanan kesehatan 
dan lingkungan juga 
memiliki konteks 
global. Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada 
2015 mengadopsi 
Agenda 2030 dan 
17 Tujuan Pemban-
gunan Berkelanjutan 
(SDGs), termasuk 
tujuan mengenai ke-
hidupan sehat dan 
kesejahteraan, air 
dan sanitasi, serta 
pembangunan kota 
dan permukiman 
berkelanjutan.

P e n g e l o l a a n 
sampah dan lingkun-
gan menjadi bagian 
penting agenda terse-
but karena sampah 
yang tidak tertangani 
dapat menyumbat 
saluran air, mening-
katkan risiko banjir, 
serta berkontribusi 
terhadap penyebaran 
penyakit berbasis air. 
PBB juga menem-
patkan pengurangan 
timbulan sampah, 
daur ulang, serta 
pengelolaan limbah 
yang aman sebagai 
bagian dari agenda 
pembangunan berke-
lanjutan.

Dengan tambah-
an dua penghargaan 
pada Batch II, Pem-
prov Sultra mencatat 
tiga penghargaan 
peringkat kedua da-
lam rangkaian Apre-
siasi Pemerintah 
Daerah Berprestasi 
2026. Pemerintah 
provinsi menya-
takan dana apresiasi 
yang diterima akan 
dimanfaatkan untuk 
kepentingan mas-
yarakat, terutama 
dalam mendukung 
pelaksanaan pro-
gram pembangunan 
daerah.(*)

Antrean BBM Memanjang, Satpol PP 
Kendari Tertibkan Penjualan Eceran 

Dekat SPBU

Laporan: Mashuri mor 10 Tahun 2014. 
Pasal 9 ayat (6) per-
da itu menyebutkan 
bahwa setiap orang 
dilarang berdagang 
bahan bakar minyak 
atau BBM di sekitar 
pompa bensin atau 
SPBU.

Penegakan aturan 
tersebut ditempat-
kan sebagai bagian 
dari upaya menjaga 
ketertiban kawasan 
SPBU. Antrean 
panjang sebelumn-
ya membuat mas-
yarakat membutuh-
kan waktu lebih lama 
untuk memperoleh 
BBM dan memicu 
kepadatan di sejum-
lah lokasi pengisian.

Persoalan distri-
busi BBM sendiri 
telah berulang men-
jadi perhatian pemer-
intah di Indonesia. 
Pemerintah mener-
apkan kebijakan sub-
sidi BBM sejak era 
awal kemerdekaan 
dan mekanisme sub-
sidi terus berubah 
mengikuti kondi-
si ekonomi, harga 
minyak dunia, ser-
ta kebijakan energi 
nasional. Antrean di 
SPBU juga menjadi 
fenomena yang mun-
cul pada berbagai 
periode ketika pa-
sokan dan perminta-
an BBM mengalami 
tekanan.

Secara historis, 
perubahan harga 
minyak dunia turut 
memengaruhi ke-
bijakan energi ban-
yak negara. Krisis 
minyak 1973 dan 
1979, misalnya, 
mendorong banyak 
negara memperkuat 
cadangan energi, 
efisiensi konsumsi, 
serta pengawasan 
distribusi bahan ba-
kar. Pengalaman 
tersebut menun-
jukkan bahwa ke-
lancaran distribusi 
menjadi salah satu 
unsur penting dalam 
menjaga akses mas-
yarakat terhadap en-

ergi.
Di Kendari, pen-

anganan antrean ti-
dak hanya diarahkan 
pada aktivitas perda-
gangan BBM eceran. 
Pemkot bersama Per-
tamina pada Jumat 
(18/9/2026) meng-
gelar rapat koordi-
nasi yang dipimpin 
Wakil Wali Kota 
Kendari Sudirman 
untuk membahas 
penguatan penga-
wasan distribusi 
BBM serta rencana 
pembentukan satuan 
tugas (Satgas).

Satgas yang diren-
canakan melibatkan 
unsur Forum Koordi-
nasi Pimpinan Daer-
ah (Forkopimda), 
DPRD, aparat pen-
egak hukum, Pemkot 
Kendari, dan Per-
tamina. Pengawasan 
diarahkan untuk me-
mastikan distribusi 
BBM berjalan sesuai 
ketentuan sekaligus 
mencegah penyalah-
gunaan.

Pertamina juga 
melakukan sejumlah 
langkah untuk mem-
percepat pelayanan 
kepada masyarakat, 
antara lain memper-
cepat pengiriman 
BBM dari depot dan 
menambah nozzle 
Pertalite di sejum-
lah SPBU. Langkah 
tersebut dilakukan 
bersamaan dengan 
pengawasan di lapa-
ngan untuk mengurai 
antrean.

Dengan demikian, 
kebijakan Pemkot 
Kendari memiliki 
dua jalur penanga-
nan, yakni penert-
iban aktivitas yang 
dilarang perda dan 
pembenahan distri-
busi BBM. Sosial-
isasi kepada peda-
gang menjadi tahap 
awal sebelum pen-
indakan terhadap 
aktivitas perdagan-
gan BBM eceran 
di sekitar SPBU 
dilakukan sesuai 
ketentuan.(*)
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BUTON TEN-
GAH, BP- Pemer-
intah Kabupaten 
Buton Tengah meny-
iapkan pengem-
bangan ekonomi 
produktif berbasis 
potensi desa se-
bagai salah satu 
strategi memper-
luas lapangan ker-
ja mandiri. Untuk 
m e r e a l i s a s i k a n 
agenda itu, pemer-
intah daerah mem-
perkuat kolaborasi 
dengan Yayasan 
Haji Kalla melalui 
program pember-
dayaan masyarakat 
yang diarahkan 
agar dapat ber-
langsung secara 
berkelanjutan.

Langkah terse-
but dibahas Bu-
pati Buton Ten-
gah, Dr. Azhari, 
ketika menerima 
Tim Communi-
ty Development 
Yayasan Haji Kalla 
bersama Senior 
Manager Program, 
Reni, dan rombon-
gan di Rumah Ja-
batan Bupati Bu-
ton Tengah, Selasa 
(15/9/2026). Per-
temuan itu mem-
bahas pengem-
bangan program 
yang dinilai dapat 
memperkuat kapa-
sitas ekonomi mas-
yarakat desa.

Azhari menga-
takan, program 
pemberdayaan ha-
rus bertumpu pada 
potensi yang terse-
dia di masing-mas-
ing wilayah. Pemer-
intah daerah tidak 
ingin pengemban-
gan ekonomi desa 

BURANGA, BP- 
Pemerintah Kabupat-
en Buton Utara dan 
DPRD Buton Utara 
menyepakati peruba-
han Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan 
perubahan Prioritas 
Plafon Anggaran Se-
mentara (PPAS) Ta-
hun Anggaran 2026. 
Kesepakatan tersebut 
menjadi pijakan bagi 
pemerintah daerah un-
tuk melanjutkan peny-
usunan Rancangan Pe-
rubahan APBD 2026 
di tengah tekanan 
efisiensi belanja.

Kesepakatan ditu-
angkan melalui pen-
andatanganan nota 
perubahan KUA dan 
PPAS dalam rapat par-
ipurna DPRD Buton 
Utara di Ruang Ra-
pat Paripurna Gedung 
DPRD Buton Utara, 
Rabu (16/9/2026). 
Rapat tersebut dihad-
iri Wakil Bupati Bu-
ton Utara Rahman, 
S.KM., M.Kes., bersa-
ma pimpinan dan ang-
gota DPRD.

Tahap berikutnya 
adalah penyusunan 
Rencana Kerja dan 
Anggaran (RKA) yang 
akan menjadi bagian 
dari proses penyusu-
nan Rancangan Peru-
bahan APBD Buton 
Utara Tahun Angga-
ran 2026. Pemerintah 
daerah dan DPRD per-
lu menjaga kesinam-
bungan antara peru-
bahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah 
(RKPD), perubahan 
KUA-PPAS, dan do-
kumen anggaran beri-
kutnya.

Wakil Bupati Rah-
man mengatakan peru-
bahan KUA dan PPAS 
merupakan instrumen 
untuk menyesuaikan 
kebijakan fiskal daer-
ah dengan perkemban-
gan asumsi makroe-
konomi, kemampuan 
keuangan, serta pri-
oritas pembangunan. 
Penyesuaian tersebut 
diperlukan agar ang-
garan tetap diarahkan 

Bupati Buton Tengah Azhari 
Gandeng Yayasan Haji Kalla Siapkan 

Lima Wilayah Jadi Percontohan 
Ekonomi Produktif Desa

Laporan:Ardi hanya menghasil-
kan kegiatan ses-
aat, tetapi mampu 
menciptakan usaha 
yang dapat dikelola 
masyarakat secara 
mandiri.

“Potensi desa 
harus dikembang-
kan menjadi kekua-
tan ekonomi mas-
yarakat sekaligus 
membuka lapan-
gan kerja mandiri,” 
kata Azhari.

Sejumlah pro-
gram Yayasan Haji 
Kalla yang telah 
berjalan di Buton 
Tengah menja-
di pijakan untuk 
memperluas model 
tersebut. Di Desa 
Kamama Mekar, 
program diarah-
kan pada budidaya 
mutiara, sedang-
kan di Desa Bantea 
dikembangkan bu-
didaya ayam kam-
pung.

Kedua kegiatan 
itu menunjukkan 
bahwa sumber daya 
lokal dapat dikem-
bangkan menjadi 
aktivitas ekonomi 
produktif apabila 
disertai pendamp-
ingan dan pen-
guatan kapasitas 
masyarakat. Kare-
na itu, pemerintah 
daerah mendorong 
agar pengalaman 
dari dua desa terse-
but dapat menjadi 
model bagi wilayah 
lain yang mempu-
nyai karakteristik 
dan potensi serupa.

Pada tahun men-
datang, Pemkab 
Buton Tengah men-
dorong pendamp-
ingan program 
percontohan di To-
landona, Kolowa, 

Wadiabero, Desa 
Wantopi, dan 
Lagili. Pemilihan 
wilayah tersebut 
menjadi bagian dari 
upaya memperluas 
cakupan pember-
dayaan ekonomi 
berbasis desa.

“Program yang 
sudah berjalan 
dapat dikembang-
kan dan diperluas 
ke desa-desa yang 
memiliki poten-
si serupa,” ujar 
Azhari.

Secara historis, 
pendekatan pem-
bangunan berbasis 
masyarakat bukan 
gagasan baru. Se-
jak perkembangan 
konsep pemban-
gunan pedesaan 
pada paruh kedua 
abad ke-20, berb-
agai negara se-
makin memberi 
perhatian pada 
penguatan kapasi-
tas masyarakat lo-
kal, pengembangan 
usaha kecil, dan 
pemanfaatan sum-
ber daya setem-
pat sebagai bagian 
dari pembangunan 
ekonomi. Di Indo-
nesia, arah tersebut 
juga berkembang 
melalui berbagai 
kebijakan pember-
dayaan masyarakat 
dan pembangunan 
desa.

Dalam konteks 
Buton Tengah, 
pengembangan ko-
moditas lokal men-
jadi penting karena 
karakter wilayah 
kepulauan dan per-
desaan memiliki 
sumber daya yang 
beragam. Budidaya 
mutiara dan ayam 
kampung mer-

upakan dua con-
toh kegiatan yang 
memperl ihatkan 
bagaimana poten-
si spesifik wilayah 
dapat diarahkan 
menjadi sumber 
penghidupan mas-
yarakat.

Azhari berharap 
kerja sama pemer-
intah daerah dan 
Yayasan Haji Kalla 
tidak berhenti pada 
pelaksanaan pro-
gram, tetapi dilan-
jutkan dengan pen-
dampingan yang 
terukur. Menurut 
dia, keberlanjutan, 
kesesuaian dengan 
potensi lokal, serta 
kemampuan mas-
yarakat mengelo-
la usaha menjadi 
unsur penting da-
lam menentukan 
dampak program.

“Kami berharap 
sinergi ini berjalan 
b e r k e l a n j u t a n 
dan melahirkan 
praktik baik yang 
bisa direplikasi di 
wilayah lain,” kata 
Azhari.

K o l a b o r a -
si tersebut pada 
akhirnya diarah-
kan untuk mem-
perkuat kemandi-
rian ekonomi 
masyarakat desa. 
Pemerintah Kabu-
paten Buton Ten-
gah berharap mod-
el pemberdayaan 
yang dikem-
bangkan bersa-
ma Yayasan Haji 
Kalla dapat mem-
perluas kegiatan 
ekonomi produktif 
sekaligus mencip-
takan lebih banyak 
kesempatan kerja 
berbasis potensi 
lokal.(*)

Pemda dan DPRD Buton Utara Sepakati 
Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026

Laporan:Firman pada kebutuhan yang 
dianggap penting bagi 
masyarakat.

“Tekanan efisiensi 
belanja menuntut kita 
untuk semakin selektif 
dan cermat dalam mer-
umuskan kebijakan 
fiskal sesuai skala pri-
oritas,” kata Rahman 
dalam rapat paripurna 
tersebut.

Menurut dia, kondi-
si fiskal daerah harus 
menjadi salah satu per-
timbangan utama da-
lam menyusun peruba-
han anggaran. Karena 
itu, strategi pendapa-
tan, belanja, dan pem-
biayaan perlu ditelaah 
kembali melalui eval-
uasi program dan ke-
giatan agar penggu-
naan anggaran tetap 
realistis.

Rahman juga me-
minta proses pemba-
hasan dilakukan se-
cara optimal karena 
batas waktu penyusu-
nan perubahan APBD 
2026 semakin dekat. 
“Mengingat batas 
waktu yang sema-
kin dekat, saya san-
gat berharap agar 
seluruh pihak dapat 
m e n g o p t i m a l k a n 
pembahasan,” ujarn-
ya.

Ia berharap ker-
ja sama antara pe-
merintah daerah dan 
DPRD tetap berjalan 
sesuai fungsi mas-
ing-masing. Sinkro-
nisasi antardokumen 
perencanaan dan 
penganggaran dinilai 
penting agar agen-
da pemerintahan, 
pembangunan, serta 
pelayanan publik di 
Buton Utara dapat 
berjalan sesuai jad-
wal.

Dalam praktik pe-
merintahan daerah 
di Indonesia, KUA-
PPAS merupakan 
bagian penting dari 
siklus pengangga-
ran karena menjadi 
dasar bagi pemba-
hasan rancangan 
APBD. Sistem terse-
but berkembang sei-
ring penguatan tata 

kelola keuangan 
daerah setelah era 
reformasi dan desen-
tralisasi, terutama 
sejak pelaksanaan 
otonomi daerah pada 
awal 2000-an.

Secara historis, 
reformasi pengelo-
laan keuangan pub-
lik Indonesia juga 
ditandai dengan la-
hirnya Undang-Un-
dang Nomor 17 Ta-
hun 2003 tentang 
Keuangan Negara 
dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pe-
merintahan Daerah. 
Kerangka tersebut 
menempatkan per-
encanaan, pengang-
garan, pelaksanaan, 
dan pertanggung-
jawaban sebagai 
rangkaian yang sal-
ing berkaitan dalam 
pengelolaan keuan-
gan pemerintah.

Secara internasi-
onal, penyesuaian 
anggaran daerah juga 
tidak terlepas dari 
perkembangan tata 
kelola fiskal setelah 
berbagai tekanan 
ekonomi glob-
al, termasuk krisis 
keuangan 2008 dan 
pandemi Covid-19 
pada 2020. Pemer-
intah di berbagai 
negara kemudian 
menghadapi kebutu-
han menyeimbang-
kan belanja publik, 
pemulihan ekonomi, 
serta keberlanjutan 
fiskal.

Rapat paripurna 
tersebut turut di-
hadiri para staf ahli 
bupati dan asisten 
Setda, kepala organ-
isasi perangkat daer-
ah (OPD) lingkup 
Pemerintah Kabu-
paten Buton Utara, 
serta Direktur RSUD 
Buton Utara. Seluruh 
tahapan selanjutnya 
diarahkan untuk me-
mastikan perubahan 
APBD 2026 dapat 
dibahas berdasarkan 
kondisi fiskal dan 
prioritas pembangu-
nan daerah.(*)
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JAKARTA, BP- 
Pemeriksaan keseha-
tan melalui program 
Cek Kesehatan Gratis 
(CKG) menemukan 
masalah karies pada 
41 persen anak seko-
lah yang diperiksa. 
Temuan tersebut men-
dorong Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) 
RI memperkuat eduka-
si dan pencegahan pen-
yakit gigi serta men-
dorong pemeriksaan 
secara rutin sejak usia 
sekolah.

Wakil Menteri Kes-
ehatan Prof. Dante 
Saksono Harbuwono 
mengatakan pemerik-
saan gigi merupakan 
salah satu prioritas 
dalam program CKG. 
Menurut dia, tingginya 
temuan karies menun-
jukkan bahwa perso-
alan kesehatan gigi 
masih membutuhkan 
perhatian serius, teru-
tama melalui interven-
si sebelum anak men-
galami keluhan atau 
rasa sakit.

“Intervensi kese-
hatan gigi yang paling 
tepat adalah melalui 
promotif dan preventif, 
bukan menunggu sakit 
kemudian mengobatin-
ya,” ujar Dante dalam 
Kick-off Bulan Kes-
ehatan Gigi Nasional 
(BKGN) 2026 di SDN 
Menteng 01, Jakarta, 
Kamis (17/9/2026).

Kemenkes mengan-

JAKARTA , BP_ 
Pemerintah mem-
perkuat sistem penan-
ganan hoaks keseha-
tan setelah penurunan 
cakupan imunisasi na-
sional dan munculnya 
kembali wabah pen-
yakit yang dapat dice-
gah dengan imunisasi. 
Kementerian Keseha-
tan bersama Kement-
erian Komunikasi dan 
Digital serta sejumlah 
mitra meluncurkan 
Playbook Respons Ce-
pat Penanganan Hoaks 
Kesehatan di Jakarta, 
Kamis (17/9/2026), 
sebagai pedoman kerja 
bersama menghadapi 
penyebaran informasi 
palsu di ruang digital.

Penguatan tersebut 
dilakukan ketika pene-
trasi internet Indonesia 
pada 2026 mencapai 
81,72 persen berdasar-
kan survei Asosiasi 
Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia 
(APJII). Di tengah 
semakin luasnya ak-
ses masyarakat terha-
dap informasi digital, 
Komdigi mencatat 
2.622 hoaks keseha-
tan beredar di berbagai 
platform sepanjang 
Agustus 2018 hingga 
September 2026. Imu-
nisasi menjadi salah 
satu topik yang paling 
banyak disasar.

Dampaknya berke-
lindan dengan tanta-
ngan program imuni-
sasi. Data Direktorat 
Pengelolaan Imunisasi 
Kemenkes menunjuk-
kan cakupan imunisa-
si nasional turun dari 
95 persen pada 2023 
menjadi 87 persen 
pada 2024 dan 80 pers-
en pada 2025. Pada-
hal, untuk membentuk 
kekebalan masyarakat 
secara universal hing-
ga tingkat kabupaten/
kota, cakupan imuni-
sasi diperlukan pada 
kisaran 90-95 persen.

Penurunan keke-
balan tersebut terja-
di bersamaan dengan 
munculnya wabah. 
Sepanjang 2025-2026, 
Kemenkes mencatat 
kejadian luar biasa 

41 Persen Anak Sekolah Alami Karies, 
Kemenkes Dorong Pemeriksaan

 Tiap 6 Bulan

Peliput: Lisna jurkan pemeriksaan 
gigi dilakukan seti-
ap enam bulan untuk 
menemukan ganggu-
an sejak dini. Upaya 
tersebut perlu disertai 
kebiasaan menyikat 
gigi setelah sarapan 
dan sebelum tidur 
malam, serta pemi-
lihan makanan yang 
mendukung kesehatan 
gigi. Penggunaan pas-
ta gigi berfluoride juga 
diperkenalkan sebagai 
bagian dari perawatan 
sehari-hari.

Lingkungan seko-
lah dinilai memiliki 
posisi penting dalam 
membentuk kebiasaan 
tersebut. UKS, dok-
ter kecil, pramuka, 
dan kegiatan sekolah 
lainnya dapat digu-
nakan sebagai sarana 
edukasi. Siswa bah-
kan dapat dilibatkan 
sebagai “detektif gigi 
berlubang” untuk 
membantu mengenali 
tanda-tanda gangguan 
kesehatan gigi pada 
teman sebaya.

Masalah karies 
pada anak bukan per-
soalan baru dalam 
kesehatan masyarakat. 
Secara historis, Or-
ganisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) telah 
menempatkan penya-
kit gigi dan mulut se-
bagai bagian penting 
dari agenda kesehatan 
global karena karies 
gigi merupakan salah 
satu penyakit tidak 
menular yang paling 

umum. Pencegahan 
sejak anak-anak men-
jadi pendekatan pent-
ing untuk menguran-
gi beban perawatan 
ketika gangguan gigi 
berkembang menjadi 
lebih berat.

Di Indonesia, per-
hatian terhadap kese-
hatan gigi anak juga 
telah lama dilakukan 
melalui layanan kes-
ehatan berbasis se-
kolah. Salah satu in-
strumen yang dikenal 
adalah kegiatan Usaha 
Kesehatan Gigi Se-
kolah (UKGS), yang 
dikembangkan se-
bagai bagian dari pe-
layanan kesehatan gigi 
dan mulut bagi peser-
ta didik. Pendekatan 
tersebut sejalan den-
gan penguatan pro-
gram promotif dan 
preventif yang kini di-
dorong melalui CKG.

BKGN menjadi 
salah satu wadah ko-
laborasi untuk mem-
perluas edukasi dan 
pelayanan kesehatan 
gigi kepada mas-
yarakat. Kegiatan 
tersebut pertama kali 
dilaksanakan pada 
2010 dan pada 2026 
memasuki penyeleng-
garaan ke-17. Tahun 
ini, BKGN mengang-
kat tema “Gigi Kuat, 
Senyum Sehat, Indo-
nesia Hebat” dengan 
subtema “Periksa, 
Tindak Lanjut, Jaga 
Kesehatan Gigi dan 
Mulut.” 

Wakil Ketua Pen-
gurus Besar Persatuan 
Dokter Gigi Indonesia 

(PB PDGI) drg. Tari 
Tritarayati menga-
takan edukasi keseha-
tan gigi perlu dilanjut-
kan dengan perawatan 
dan pembentukan ke-
biasaan. “Kami ingin 
memperkuat upaya 
promotif dan preventif 
agar kepedulian ter-
hadap kesehatan gigi 
tidak berhenti pada 
pemeriksaan, tetapi 
dilanjutkan dengan 
perawatan dan ke-
biasaan menjaga kese-
hatan gigi,” katanya.

BKGN 2026 digelar 
melalui kolaborasi Ke-
menkes, PB PDGI, 
Asosiasi Fakultas Ke-
dokteran Gigi Indo-
nesia (AFDOKGI), 
Asosiasi Rumah Sakit 
Gigi dan Mulut Pendi-
dikan Indonesia, serta 
mitra swasta. Kick-off 
di SDN Menteng 01 
diisi edukasi keseha-
tan gigi, pemeriksaan 
gigi gratis, dan praktik 
menyikat gigi bersama 
bagi para siswa.

Dante menilai 
temuan CKG tersebut 
menjadi pengingat bah-
wa kesehatan gigi anak 
tidak cukup ditangani 
ketika penyakit sudah 
muncul. “Berita baikn-
ya, pemeriksaan gigi 
adalah salah satu prior-
itas pemerintah dalam 
program Cek Kese-
hatan Gratis. Namun, 
kabar kurang baiknya, 
dari hasil pemeriksaan 
CKG anak sekolah, 
masalah karies justru 
menjadi yang paling 
banyak ditemukan,” 
ujarnya.(*)

Kemenkes Perkuat Respons Hoaks 
Kesehatan di Tengah Turunnya Imunisasi

Peliput: Firman atau wabah campak di 
sejumlah daerah yang 
menyebabkan 72 anak 
meninggal dunia. Se-
belumnya, polio yang 
dapat menimbulkan 
lumpuh layu akut pada 
anak kembali mewa-
bah pada 2023-2024 
di Papua, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, dan 
Jawa Timur.

Secara historis, 
imunisasi telah menja-
di salah satu intervensi 
kesehatan masyarakat 
yang paling luas di-
gunakan untuk men-
gendalikan penyakit 
menular. Di Indonesia, 
program imunisasi na-
sional berkembang se-
jak program imunisasi 
massal cacar pada era 
1950-an dan kemudi-
an diperluas melalui 
program imunisasi ru-
tin. Secara global, ke-
berhasilan imunisasi 
juga berkontribusi ter-
hadap eradikasi cacar 
pada 1980 dan men-
dorong upaya dunia 
mengeliminasi penya-
kit lain seperti polio 
dan campak.

Namun, kemajuan 
tersebut dapat terham-
bat ketika informasi 
keliru memengaruhi 
keputusan masyarakat. 
Karena itu, perlind-
ungan kesehatan ti-
dak hanya dilakukan 
melalui pemeriksaan, 
pengobatan, dan imu-
nisasi, tetapi juga 
dengan menyediakan 
pesan kesehatan yang 
akurat, menarik, dan 
mudah dipahami. In-
formasi keliru yang 
ditangani Kemen-
kes juga mencakup 
isu tuberkulosis, air 
susu ibu, vitamin, dan 
suplemen untuk imu-
nitas tubuh.

Wakil Menteri Kes-
ehatan Dante Saksono 
Harbuwono menga-
takan pola penanganan 
hoaks yang selama ini 
bersifat ad hoc perlu 
diubah menjadi sistem 
yang lebih terstruktur. 
“Kementerian Keseha-
tan terus memperkuat 
sistem penanganan 
hoaks mulai dari pe-
nataan regulasi dan 
tata kelola, pengua-

tan koordinasi lintas 
sektor, pengemban-
gan kanal penanga-
nan hoaks terintegrasi 
hingga penyusunan 
Playbook Respons 
Cepat Penanganan 
Hoaks Kesehatan,” 
kata Dante.

Playbook itu mel-
ibatkan Komdigi, 
Badan Pengawas Obat 
dan Makanan, Pokja 
Komunikasi Risiko 
dan Pelibatan Mas-
yarakat (RCCE), or-
ganisasi profesi, mas-
yarakat sipil, platform 
digital, pakar, aka-
demisi, dan praktisi. 
Mekanisme bersama 
tersebut mencakup 
deteksi, moderasi, 
verifikasi, produksi 
komunikasi, hingga 
penyebaran informa-
si tandingan. Dante 
menekankan perlun-
ya sistem pemantau-
an dan verifikasi ce-
pat agar sumber daya 
dapat segera digerak-
kan ketika isu muncul.

Ketua Pokja RCCE 
Rizky Ika Syafitri 
mengatakan loka-
karya penyusunan 
mekanisme tersebut 
sekaligus menjadi ru-
ang untuk memper-
jelas pembagian peran 
dan waktu respons se-
tiap pihak. “Dalam hal 
penanganan hoaks, 
speed dan timing 
sama pentingnya den-
gan akurasi informa-
si,” ujar Rizky.

Persoalan hoaks 
kesehatan sendiri ti-
dak hanya dihadapi 
Indonesia. Penyebaran 
disinformasi keseha-
tan telah menjadi per-
hatian internasional, 
terutama setelah pan-
demi Covid-19 mem-
perlihatkan cepatn-
ya informasi palsu 
menyebar melalui 
platform digital. Per-
wakilan Kedutaan Be-
sar Amerika Serikat, 
Aqueelah Johnson, 
mengatakan pemerin-
tah Amerika Serikat 
melalui proyek Global 
Health Security yang 
dikelola Department 
of State mendukung 
kolaborasi penanga-
nan hoaks kesehatan 
di Indonesia. “Amer-
ika Serikat senang 
dapat bekerja sama 
dengan Indonesia da-
lam isu penting ini,” 
kata Aqueelah.(*)
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S U R A B AYA , 
BP-Kementer ian 
Haji dan Umrah 
(Kemenhaj) mem-
blokir akun Sistem 
Komputerisasi Pen-
gelolaan Terpadu 
Umrah dan Haji 
Khusus (Sisko-
patuh) milik PT AAT 
setelah biro perjala-
nan tersebut diduga 
menggunakan pola 
pembiayaan yang 
menyerupai skema 
Ponzi. Penelusu-
ran sementara pe-
merintah mencatat 
hampir 4.000 calon 
jemaah terdaftar, 
dengan nilai dana 
yang harus diper-
tanggungjawabkan 
diperkirakan men-
capai Rp120 miliar.

P e m b l o k i r a n 
dilakukan untuk 
m e n g h e n t i k a n 
pendaftaran jemaah 
baru melalui biro 
perjalanan tersebut 
sekaligus mence-
gah bertambahnya 
korban. Menteri 
Haji dan Umrah 
Mochamad Irfan 
Yusuf atau Gus Ir-
fan mengatakan 
akses Siskopatuh 
PT AAT ditutup 
sampai kewajiban 
perusahaan terha-
dap jemaah disele-
saikan. Jika nantin-
ya terbukti terdapat 
tindak pidana ber-
dasarkan putusan 
berkekuatan hu-
kum tetap, sanksi 
administratif dapat 
berlanjut hingga 
pencabutan izin.

Kasus itu mencu-
at setelah 200 calon 
jemaah umrah dari 
KBIHU Muslimat 

JAKARTA, BP- 
Perkara dugaan pem-
erasan dan tindak pi-
dana pencucian uang 
(TPPU) yang men-
jerat mantan Jaksa 
Agung Muda Bidang 
Tindak Pidana Khu-
sus (Jampidsus) 
Febrie Adriansyah 
memasuki tahap 
penuntutan. Kuasa 
hukum Febrie, Febri 
Diansyah, meminta 
seluruh tuduhan dan 
barang bukti diuji 
secara terbuka serta 
objektif dalam persi-
dangan.

Tim 9 Kejaksaan 
Agung melimpahkan 
tersangka, barang 
bukti, dan berkas 
perkara Febrie serta 
dua tersangka lain-
nya, Don Ritto dan 
Nurman Herin, kepa-
da Kejaksaan Neg-
eri Jakarta Selatan, 
Jumat (18/9/2026). 
Berkas perkara terse-
but sebelumnya telah 
dinyatakan lengkap 
atau P-21.

Setelah pelimpah-
an tahap II, penuntut 
umum Kejari Jakar-
ta Selatan memiliki 
waktu untuk meny-
usun surat dakwaan 
dan melengkapi ad-
ministrasi perkara 
sebelum melimpah-
kannya ke Penga-
dilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Penga-
dilan Negeri Jakarta 
Pusat.

Febri mengatakan 
masuknya perka-
ra ke tahap persi-
dangan merupakan 
kesempatan untuk 
menguji setiap klaim 
dan bukti yang di-
gunakan untuk men-
jerat kliennya. Ia 
menilai pembuktian 
di pengadilan pent-
ing agar fakta perk-
ara dapat dipisahkan 
dari dugaan yang be-
lum terbukti.

“Melalui proses 
pengujian yang ter-
buka dan objektiflah 

PT AAT Diblokir, Kemenhaj Dalami 
Dugaan Ponzi yang Rugikan Jemaah 

Rp120 Miliar

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan

Laporan: Amran Jombang, Jawa 
Timur, gagal dib-
erangkatkan pada 
29 Agustus 2026. 
Para calon jemaah 
sebelumnya telah 
berkumpul di Mas-
jid Agung Jombang 
ketika pelaksanaan 
Muktamar NU ke-
35 berlangsung.

Persoalan se-
rupa juga dialami 
jemaah yang telah 
berada di Tanah 
Suci. Pihak trav-
el disebut tidak 
menyediakan tiket 
kepulangan sehing-
ga 83 jemaah harus 
menggunakan dana 
pribadi untuk kem-
bali ke Indonesia. 
Kondisi tersebut 
kemudian men-
dorong Kemenhaj 
melakukan pemer-
iksaan lebih jauh 
terhadap aktivitas 
PT AAT.

“Ini tentu sangat 
merugikan jemaah, 
dan saya sudah 
minta jajaran kami 
termasuk dari Jom-
bang untuk mengu-
sut lebih dalam,” 
kata Gus Irfan, Ju-
mat (18/9/2026).

Dalam penelusu-
ran awal, Gus Irfan 
menyebut jumlah 
calon jemaah yang 
tercatat di PT AAT 
mencapai hampir 
4.000 orang. Den-
gan asumsi setiap 
jemaah rata-rata 
membayar Rp30 
juta, nilai dana 
yang menjadi tang-
gung jawab travel 
tersebut menca-
pai sekitar Rp120 
miliar. Angka itu 
masih merupakan 
taksiran berdasar-

kan data sementara 
pemerintah.

Kemenhaj men-
duga persoalan 
tersebut berkai-
tan dengan pola 
gali lubang tutup 
lubang. Dana dari 
calon jemaah yang 
baru mendaftar di-
duga digunakan 
untuk membiayai 
keberangkatan je-
maah yang lebih 
dahulu mendaft-
ar. Ketika jumlah 
pendaftar baru ti-
dak lagi mampu 
menopang kebutu-
han keberangkatan, 
persoalan kemu-
dian muncul dan 
sebagian jemaah 
tidak dapat dib-
erangkatkan.

“ P e n e l u s u r a n 
kami sementara, 
ada hampir 4.000 
calon jemaah um-
rah yang terdaftar 
di sini, dan jika kita 
asumsikan semua 
rata-rata membayar 
Rp30 juta, itu art-
inya Rp120 miliar 
yang harus diper-
tanggungjawabkan 
oleh travel ini,” 
ujar Gus Irfan.

Secara histo-
ris, istilah ske-
ma Ponzi meru-
juk pada Charles 
Ponzi di Amerika 
Serikat pada 1920. 
Ponzi menjanjikan 
keuntungan besar 
melalui perdagan-
gan kupon balasan 
pos internasional, 
tetapi pembayaran 
kepada investor ter-
dahulu pada prak-
tiknya bergantung 
pada dana yang 
masuk dari investor 
baru. Arsip Nasion-
al AS mencatat ske-

ma tersebut runtuh 
pada 1920 setelah 
Ponzi menghimpun 
sekitar US$15 juta 
dalam waktu seki-
tar delapan bulan.

Dalam penger-
tian modern, skema 
Ponzi memang ber-
gantung pada aliran 
dana baru untuk 
membayar pihak 
yang masuk leb-
ih dahulu. Ketika 
arus dana baru ber-
henti atau semakin 
banyak pihak me-
minta pembayaran, 
sistem tersebut 
dapat runtuh. Kare-
na itu, dugaan pen-
erapan pola serupa 
dalam kasus PT 
AAT masih harus 
dibuktikan melalui 
penyelidikan dan 
proses hukum.

Kemenhaj kini 
berkoordinasi den-
gan kepolisian 
dan kejaksaan un-
tuk mendalami 
perkara tersebut. 
Pemerintah juga 
menyatakan akan 
m e n g u p a y a k a n 
pemulihan dana 
jemaah, meski me-
kanisme pengem-
balian masih ber-
gantung pada hasil 
penanganan kasus 
dan kondisi aset 
maupun pengelola 
travel. Hingga ber-
ita ini ditulis, PT 
AAT belum mem-
berikan pernyata-
an resmi menge-
nai dugaan skema 
Ponzi dan taksiran 
kerugian Rp120 
miliar.(*) 

Kasus Febrie Masuk Pengadilan, Kuasa 
Hukum Minta Bukti Diuji Terbuka

Kasus Febrie Masuk Pengadilan, Kuasa Hukum Minta Bukti Diuji Terbuka

Laporan: Hadi kita bisa tahu mana 
yang benar dan mana 
yang tidak benar,” 
kata Febri, Jumat 
(18/9).

Perhatian kuasa 
hukum juga tertuju 
pada barang bukti 
yang disita peny-
idik. Menurut Febri, 
hubungan antara se-
tiap barang bukti dan 
tindak pidana yang 
didakwakan harus 
dijelaskan secara 
terang, bukan diba-
ngun berdasarkan 
asumsi atau speku-
lasi.

“Barang bukti da-
lam proses pidana itu 
tidak boleh bersifat 
asumsi, tidak boleh 
bersifat spekulasi, 
dan tidak boleh ber-
sifat, kalau dalam 
bahasa sehari-hari, 
cocokologi,” ujarn-
ya.

Dalam perkara 
ini, Kejagung men-
etapkan Febrie se-
bagai tersangka du-
gaan pemerasan dan 
TPPU yang dikait-
kan dengan temuan 
emas seberat 74 ki-
logram serta uang 
tunai Rp543 miliar 
di sebuah rumah di 
Sentul. Kejagung 
juga menetapkan 
Nurman Herin dan 
pengacara Don Rit-
to sebagai tersangka 
dalam perkara TPPU 
tersebut.

Ketua Tim 9 seka-
ligus Jaksa Agung 
Muda Bidang Penga-
wasan Rudi Margo-
no menyebut dugaan 
tindak pidana asal 
dalam perkara terse-
but berkaitan dengan 
pemerasan. Kejag-
ung mengaitkannya 
dengan penanganan 
perkara PT ASABRI 
dan/atau PT Asuran-
si Jiwasraya.

Dugaan pem-
erasan itu disebut 
berkaitan dengan 
penanganan perka-
ra Jiwasraya-Asa-
bri dan melibatkan 
pengusaha properti 

Tan Kian. Namun, 
berbagai tuduhan 
tersebut masih harus 
dibuktikan melalui 
proses hukum di 
pengadilan.

Febrie sebelumn-
ya telah menempuh 
jalur praperadilan 
dengan mengajukan 
dua gugatan ke Pen-
gadilan Negeri Ja-
karta Selatan. Kedua 
permohonan tersebut 
ditolak oleh hakim 
tunggal praperadilan. 
Dengan masukn-
ya perkara ke tahap 
penuntutan, penguji-
an substansi perkara 
kini akan berlanjut 
melalui mekanisme 
persidangan.

Secara historis, 
penanganan perkara 
TPPU di Indonesia 
memiliki landasan 
khusus sejak Un-
dang-Undang No-
mor 15 Tahun 2002, 
yang kemudian 
diperbarui melalui 
UU Nomor 25 Tahun 
2003 dan digantikan 
UU Nomor 8 Tahun 
2010. UU 8/2010 
mengatur antara lain 
perbuatan menyem-
bunyikan atau men-
yamarkan asal-usul 
harta yang diketahui 
atau patut diduga be-
rasal dari tindak pi-
dana.

Kerangka tersebut 
juga menempatkan 
penelusuran aliran 
dana atau pendeka-
tan follow the mon-
ey sebagai bagian 
penting dalam pem-
berantasan pencu-
cian uang. Dalam 
perkembangan in-
ternasional, rezim 
a n t i p e n c u c i a n 
uang turut men-
gacu pada standar 
Financial Action 
Task Force (FATF), 
yang menjadi salah 
satu rujukan dalam 
penguatan sistem 
pencegahan dan 
p e m b e r a n t a s a n 
TPPU di Indonesia.
(*)
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Bupati H Muh Adios dan Kantah Asnani Perkuat 
Sinergi, Pelayanan Pertanahan Buton Selatan 

Ditingkatkan

Bebas Sanksi Administrasi! Pemkab Buton 
Selatan Buka Kesempatan Penyelesaian 

Tunggakan PBB-P2

meningkatkan efekti-
vitas pelayanan, mem-
perkuat koordinasi, 
dan memberikan man-
faat yang lebih luas 
bagi masyarakat,” kata 
Asnani.

Penguatan layanan 
pertanahan memiliki 
konteks yang panjang 
dalam sejarah admin-

Lapas Baubau Periksa 32 Kamar, Razia Gabungan  TNI, Polri dan 
BNN Tak Temukan HP dan Narkoba

petugas tidak mene-
mukan telepon seluler 
maupun narkoba.

Operasi tersebut di-
awali dengan upacara 
dan melibatkan petu-
gas Lapas Baubau ber-
sama unsur TNI, Polri, 
serta Badan Narkoti-
ka Nasional (BNN). 
Sebanyak 32 kamar, 
termasuk kamar war-
ga binaan perempuan, 
diperiksa dengan 
membagi petugas ke 
dalam empat tim.

Kepala Seksi Ad-
ministrasi Keaman-
an dan Ketertiban 
(Minkamtib) Lapas 
Baubau Muhammad 
Nur Aksa, yang me-
wakili Kepala Lapas 
Kelas IIA Baubau Ab-
dul Waris, mengatakan 
kegiatan berlangsung 
aman dan tertib. Se-
jumlah barang yang 
dinilai berpotensi 
mengganggu keaman-
an dan ketertiban turut 

Ditemukan Sumber Air Baru di Burangasi, Bupati Adios: 
Jawaban Atas Doa Warga yang Selama Ini Menanti

Organisasi Perangkat 
Daerah, serta Camat 
Lapandewa. Melihat 
langsung aliran air 
tersebut, Bupati men-
yampaikan rasa syukur 
yang mendalam.

sinergi dengan Kantor 
Pertanahan Kabupaten 
Buton Selatan. Ker-
ja sama ini diarahkan 
untuk menertibkan ad-
ministrasi pertanahan 
serta memperbarui dan 
menyinkronkan data 
objek dan subjek pajak 
agar pengelolaan per-
pajakan berjalan lebih 
tertib dan akurat.

 Salah satu langkah 
yang ditempuh adalah 
penerapan Surat Ket-
erangan Lunas (SKL) 
PBB-P2 sebagai syarat 
dalam proses adminis-
trasi pertanahan, ses-
uai ketentuan peratur-

Bapas Baubau Perkuat Tata Kelola Anggaran 
dan Kehumasan Melalui Bimtek

untuk meningkatkan 
pemahaman jajaran 
mengenai pengelolaan 
anggaran yang efektif 
dan akuntabel serta se-
suai dengan ketentuan 
yang berlaku. Pengua-
tan kompetensi terse-
but diperlukan agar 
setiap tahapan penge-
lolaan anggaran dapat 
mendukung pencapa-
ian program dan ke-
giatan pemasyaraka-
tan.

Selain aspek ang-
garan, kegiatan juga 
memberikan perha-
tian terhadap fungsi 
kehumasan. Kemam-
puan menyampaikan 
informasi mengenai 
pelaksanaan tugas 
dan pelayanan pemas-
yarakatan dinilai pent-
ing untuk membangun 
komunikasi publik 
yang jelas, terbuka, 
dan mudah dipahami 
masyarakat.

“Melalui kegia-

mengalir ke setiap ru-
mah, ke setiap dapur 
warga,” katanya.

 Kehadiran mantan 
pimpinan, tokoh adat, 
wakil rakyat, serta 
aparat daerah di lokasi 
tersebut juga mendapat 
apresiasi khusus. Sin-
ergi berbagai pihak 
dinilai menjadi kunci 
mengatasi kesulitan 
bersama.

 “Ini bukti bahwa 
ketika kita bersatu, 
kesulitan apa pun bisa 

istrasi pertanahan In-
donesia. Secara nasi-
onal, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok 
Agraria menjadi salah 
satu tonggak utama 
penataan hukum agrar-
ia nasional. Dalam 
perkembangan beri-

kutnya, pemerintah 
mendorong digitalisasi 
dan penyederhanaan 
layanan pertanahan 
untuk meningkatkan 
kepastian administrasi 
serta akses masyarakat 
terhadap layanan.

Dalam konteks Bu-
ton Selatan, MoU dan 
PKS tersebut menjadi 

dasar bagi kedua pi-
hak untuk melanjut-
kan koordinasi sesuai 
tugas dan kewenangan 
masing-masing. Pem-
kab Busel dan Kantor 
Pertanahan berkomit-
men mendorong pe-
layanan yang lebih 
baik, cepat, terpadu, 
dan memberikan man-
faat bagi warga.(*)

diamankan meski ti-
dak tergolong barang 
terlarang.

“Barang tersebut 
bukan termasuk kat-
egori terlarang, tetapi 
tetap disita agar tidak 
disalahgunakan un-
tuk hal-hal yang tidak 
diinginkan,” kata Mu-
hammad Nur Aksa.

Pengawasan terh-
adap ponsel dan nar-
koba menjadi bagian 
penting dalam pen-
gamanan lembaga pe-
masyarakatan karena 
kedua jenis barang 
tersebut dapat berkai-
tan dengan pelangga-
ran tata tertib maupun 
tindak pidana. Secara 
historis, Indonesia 
telah lama mengem-
bangkan pengawasan 
narkotika melalui 
pembentukan Badan 
Narkotika Nasional 
pada 2002, sementara 
kerja sama internasi-
onal dalam pengenda-

lian narkotika berkem-
bang sejak Konvensi 
Tunggal PBB tentang 
Narkotika 1961.

Muhammad Nur 
Aksa menegaskan 
penggeledahan bu-
kan kegiatan ins-
idental. Pemeriksaan 
dilakukan secara 
berkesinambungan, 
baik mingguan mau-
pun bulanan, dengan 
melibatkan aparat pen-
egak hukum. “Pelang-
garan terkait ponsel 
maupun narkoba ada-
lah pelanggaran berat. 
Siapa pun pelakun-
ya, baik warga binaan 
maupun petugas, akan 
ditindak tegas,” ujarn-
ya.

Selain penggele-
dahan, tes urine juga 
dilakukan untuk me-
mastikan tidak terjadi 
penyalahgunaan nar-
kotika di lingkungan 
Lapas. Kepala Sek-
si Rehabilitasi BNN 

Baubau Juriadin men-
yatakan hasil pemerik-
saan terhadap 20 orang 
yang menjalani tes 
urine dinyatakan nega-
tif. “Semua hasilnya 
negatif. Jika ditemu-
kan positif, kami akan 
langsung melakukan 
penanganan hukum 
sekaligus rehabilita-
si,”katanya.

Juriadin mengapre-
siasi keterlibatan BNN 
dalam pengawasan ru-
tin di Lapas Baubau. Ia 
berharap pemeriksaan 
yang dilakukan secara 
konsisten dapat menja-
ga lingkungan pemas-
yarakatan tetap bebas 
dari narkoba. Opera-
si gabungan tersebut 
sekaligus menjadi ba-
gian dari upaya Lapas 
Baubau menerapkan 
prinsip zero tolerance 
terhadap pelanggaran 
keamanan dan pereda-
ran barang terlarang.
(*)

 “Alhamdulillah, 
hari ini kita berdiri di 
sini menyaksikan air 
yang baru beberapa 
hari ini muncul. Saya 
sangat bersyukur. Ini 
bukan sekadar air yang 
keluar dari tanah, me-

lainkan jawaban atas 
doa, harapan, dan ke-
sabaran warga Buran-
gasi yang selama ini 
menanti,” ucapnya, 
Minggu (13/9/2026).

 Bupati menegaskan 
ketersediaan air bersih 

merupakan kebutu-
han dasar masyarakat 
yang wajib mendapat 
perhatian pemerintah. 
Ia menyadari betapa 
beratnya warga me-
menuhi kebutuhan air 
sehari-hari selama ini, 
sehingga ditemukann-
ya sumber air ini men-
jadi langkah awal yang 
harus segera ditindak-
lanjuti.

 “Air adalah ke-
hidupan. Selama ini 
kami tahu betapa be-
ratnya warga Buran-
gasi memenuhi kebu-
tuhan air sehari-hari. 
Maka ketika air ini 
akhirnya ditemukan, 
hati kami turut gembi-
ra. Tugas kami belum 
selesai sampai air ini 

kita atasi. Kita tidak 
boleh membiarkan 
warga kesulitan air di 
tanah sendiri,” tuturn-
ya.

 Bupati juga meng-
ingatkan agar sumber 
air ini dikelola dan 
dijaga bersama agar 
manfaatnya dapat dira-
sakan secara berkelan-
jutan hingga ke gener-
asi mendatang.

 “Ke depannya, 
pengelolaan sumber 
air ini harus dijaga 
bersama, agar man-

faatnya terasa panjang 
bagi anak cucu kita,” 
ujarnya.

 Sebagai tindak lan-
jut, Pemerintah Kabu-
paten Buton Selatan 
akan segera menata 
sarana pengaliran ser-
ta membangun fasili-
tas pendukung lainnya 
agar sumber air terse-
but dapat dimanfaat-
kan secara optimal 
bagi warga Desa Bu-
rangasi dan sekitarnya.
(*)

tan ini, kami berharap 
pengetahuan dan kom-
petensi jajaran terus 
meningkat sehing-
ga dapat mendukung 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi pemasyaraka-
tan secara profesion-
al,” kata Mustar Taro.

Penguatan tata 
kelola keuangan pe-
merintah di Indone-
sia memiliki landasan 
penting sejak reforma-
si administrasi negara, 
antara lain melalui Un-
dang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan 
Undang-Undang No-
mor 1 Tahun 2004 ten-
tang Perbendaharaan 
Negara. Sementara itu, 
keterbukaan informa-
si publik memperoleh 
landasan melalui Un-
dang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informa-
si Publik.

Dalam perkemban-
gan tata kelola pemer-

intahan secara global, 
transparansi anggaran 
dan komunikasi publik 
juga menjadi bagian 
penting dari prinsip 
pemerintahan terbuka. 
Karena itu, peningka-
tan kapasitas aparatur 
tidak hanya berkaitan 
dengan kemampuan 
teknis, tetapi juga ke-
mampuan memper-
tanggungjawabkan 
program serta men-
yampaikan informasi 
kepada publik.

Bapas Kelas II 
Baubau berharap hasil 
Bimtek Penyusunan 
Anggaran dan Kehu-
masan dapat diterap-
kan dalam pelaksa-
naan tugas sehari-hari 
sehingga kualitas tata 
kelola organisasi, ko-
munikasi publik, dan 
pelayanan pemas-
yarakatan kepada mas-
yarakat semakin baik.
(*)

an yang berlaku.
 “Kebijakan ini sa-

ling melengkapi. Di 
satu sisi pemutihan 
memberi kemudahan 
bagi masyarakat, di 
sisi lain sinergi den-
gan Kantor Pertanah-
an memperkuat tertib 
administrasi dan basis 
data perpajakan daer-
ah,” jelasnya.

 Amril menegaskan, 
upaya ini tidak seka-
dar mengejar peneri-
maan, melainkan juga 
membangun kesada-
ran masyarakat akan 
kewajiban perpajakan. 
PBB-P2 sendiri mer-
upakan salah satu sum-

ber utama PAD yang 
menopang penyeleng-
garaan pemerintahan, 
pembangunan, dan pe-
layanan publik di Bu-
ton Selatan.

 “Ke depan, Bapen-
da akan terus memper-
erat koordinasi dengan 
Kantor Pertanahan ser-
ta Organisasi Perang-
kat Daerah terkait guna 
meningkatkan kual-
itas data, pelayanan, 
dan pemungutan agar 
berjalan lebih efektif, 
tertib, transparan, dan 
akuntabel,” tutup Am-
ril Tamim.(*)
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BAUBAU, BP- Pe-
merintah Kota Baubau 
menyiapkan langkah 
lanjutan untuk menan-
gani anak yang masih 
beraktivitas di jalan 
dengan pendekatan so-
sial dan pendidikan. 
Dinas Sosial dan Tena-
ga Kerja (Dinsosnaker) 
Kota Baubau akan 
memverifikasi kondisi 
anak dan keluarganya 
serta mengupayakan 
pembukaan kembali 
akses pendidikan bagi 
anak yang telah putus 
sekolah.

Upaya tersebut 
dilakukan setelah tim 
terpadu Dinsosnaker 
turun melakukan pe-
mantauan dan ases-
men di sejumlah lo-
kasi di Baubau, Rabu 
(9/9/2026). Tim men-
yambangi perempatan 
SMAN 2 Baubau, eks 
Kantor Dinas Sosial, 
eks Kantor Peneran-
gan, perempatan SDN 
3 Baubau, simpangan 
Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan, serta ka-
wasan lampu merah 
Kilo 1.

Kepala Dinsos-

Dinsosnaker Baubau Petakan Anak Jalanan, 
Akses Pendidikan Disiapkan

BAUBAU, BP- 
Penguatan komunitas 
literasi dinilai penting 
untuk menjaga budaya 
membaca masyarakat 
di tengah derasnya 
arus informasi digital. 
Pesan itu mengemu-
ka dalam Workshop 
Pengelolaan Komuni-
tas Penggerak Literasi 
yang digelar di Aula 
Hotel Mira, Kota Bau-
bau, Sulawesi Tengga-
ra, Kamis (10/9/2026), 
dan dibuka Bunda Lit-
erasi Kota Baubau Hj 
Sitti Aryati Yusran.

Kegiatan tersebut 
mempertemukan un-
sur lintas sektor, mu-
lai dari jajaran dinas, 
kecamatan, kelurahan 
hingga pegiat literasi 
se-Kepulauan Buton. 
Forum itu diarahkan 
untuk memperkuat 
sinergi pemerintah, 
sekolah, keluarga, dan 
masyarakat sekaligus 
menjadi ruang berb-
agi pengalaman serta 
praktik pengelolaan 
komunitas literasi.

Sitti Aryati mem-
berikan apresiasi ke-
pada Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM) 
Inspirasi Kampung 
yang selama ini 
menyediakan ruang 
belajar yang ramah, 
kreatif, dan dekat den-

Bunda Literasi Baubau Sitti Aryati 
Yusran Dorong TBM Jadi Penggerak 

Budaya Membaca Masyarakat

Laporan: Andina

Laporan: Prasetio M

gan masyarakat. Ia 
berharap keberadaan 
TBM tersebut dapat 
terus berkelanjutan 
dan menjadi salah 
satu penggerak literasi 
berbasis komunitas di 
Kepulauan Buton.

“Literasi bukan 
sebatas kemampuan 
membaca dan menulis, 
tetapi tentang membu-
ka jendela wawasan 
dan menggerakkan pe-
rubahan di akar rum-
put,” ujar Sitti Aryati.

Menurut dia, tan-
tangan membangun 
minat baca anak se-
makin kompleks sei-
ring perkembangan 
teknologi. Gawai dan 
beragam hiburan digi-
tal memberikan pilihan 
aktivitas yang dapat 
menggeser kebiasaan 
membaca. Karena itu, 
budaya literasi mem-
butuhkan pendampin-
gan, kepedulian, dan 
komitmen bersama 
agar tumbuh sebagai 
kebiasaan di lingkun-
gan keluarga dan mas-
yarakat.

“Lewat seman-
gat yang ditunjuk-
kan TBM Inspirasi 
Kampung dan sinergi 
seluruh pihak, saya 
yakin kita bisa terus 
menghidupkan minat 
baca anak-anak kita 
sekaligus memperkuat 
jaringan literasi di ka-

wasan Kepulauan Bu-
ton,” katanya.

Gerakan literasi 
berbasis masyarakat 
memiliki akar panjang 
di Indonesia melalui 
perpustakaan, taman 
bacaan, dan berbagai 
komunitas pembela-
jaran. Secara global, 
konsep literasi juga 
berkembang dari ke-
mampuan membaca 
dan menulis menjadi 
kecakapan memaha-
mi dan menggunakan 
informasi, termasuk 
informasi digital. Pe-
rubahan tersebut mem-
buat komunitas lokal 
tetap memiliki peran 
penting dalam men-
ciptakan ruang belajar 
yang mudah dijangkau 
masyarakat.

Sitti Aryati ber-
harap workshop 
tersebut tidak berhen-
ti sebagai kegiatan 
berbagi pengetahuan, 
tetapi mendorong ke-
berlanjutan komunitas 
literasi di daerah. Ia 
juga menyampaikan 
terima kasih kepada 
panitia, pengurus, dan 
seluruh peserta yang 
telah mendukung ke-
giatan tersebut dengan 
harapan gerakan liter-
asi dapat berkontribusi 
membentuk generasi 
yang cerdas, berkarak-
ter, serta mencintai bu-
daya bangsa.(*)

BAUBAU, BP- 
Penguatan Kampung 
Keluarga Berkuali-
tas (Kampung KB) 
di Kota Baubau 
mendapat apresia-
si dari Perwakilan 
BKKBN Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 
Apresiasi tersebut 
diberikan kepada Di-
nas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlind-
ungan Anak, dan 
Keluarga Berencana 
(DP3AKB) Kota Bau-
bau atas sinergi dan 
dukungannya dalam 
Penguatan Kampung 
KB Tingkat Provinsi 
Sultra Tahun 2026.

Saat ini, Baubau 
memiliki 43 Kampung 
KB yang tersebar di 
berbagai wilayah. 
Pemerintah daerah 

DP3AKB Baubau Raih Penghargaan BKKBN Sultra 
Atas Penguatan 43 Kampung KB

menjadi Kampung 
Keluarga Berkualitas 
agar cakupan inter-
vensinya tidak hanya 
berkaitan dengan kel-
uarga berencana, teta-
pi juga pembangunan 
keluarga dan pening-
katan kualitas hidup 
masyarakat.

Pendekatan berba-
sis komunitas terse-
but sejalan dengan 
perkembangan kebi-
jakan kependudukan 
di berbagai negara. 
Secara internasional, 
pembangunan keluar-

Laporan: Andina melalui DP3AKB be-
rupaya mengembang-
kan seluruh kampung 
tersebut melalui inte-
grasi program pember-
dayaan dan kerja sama 
lintas sektor, meski 
capaian indikator di 
setiap wilayah belum 
sepenuhnya merata.

Kepala DP3AKB 
Kota Baubau Abdul 
Rahman, S.Pd., M.Si., 
dalam siaran pers, Ka-
mis (10/9/2026), men-
gatakan penghargaan 
dari BKKBN Sultra 
menjadi dorongan 
bagi jajaran DP3AKB 
untuk meningkatkan 
kualitas pelaksanaan 
pembangunan kel-
uarga dan program 
keluarga berencana. 
"Penghargaan ini men-
jadi penguat bagi kami 
untuk terus mewujud-

kan program pemba-
ngunan keluarga dan 
keluarga berencana. 
Ke depan, tentu kami 
berupaya agar pelak-
sanaan program men-
jadi lebih baik lagi," 
ujar Abdul Rahman.

Menurut Abdul 
Rahman, keberhasilan 
Kampung KB san-
gat ditentukan oleh 
kolaborasi berbagai 
sektor. Karena itu, 
DP3AKB tidak men-
empatkan Kampung 
KB semata sebagai 
lokasi pelaksanaan 
program kependudu-
kan dan keluarga ber-
encana, tetapi sebagai 
ruang untuk menginte-
grasikan berbagai ke-
giatan yang berkaitan 
dengan pemberdayaan 
dan kesejahteraan kel-
uarga.

Upaya tersebut 
diperkuat rekam je-
jak prestasi di tingkat 
provinsi. Selama dua 
tahun berturut-turut, 
perwakilan Kampung 
KB dari Baubau ber-
hasil menjadi juara 
dalam lomba tingkat 
Provinsi Sulawesi 
Tenggara dan kemudi-
an dipercaya mewakili 
Sultra pada tingkat na-
sional.

Secara nasional, 
gagasan Kampung KB 
mulai diperkenalkan 
pemerintah pada 2016 
sebagai bagian dari 
upaya memperkuat 
pembangunan kepen-
dudukan dan keluar-
ga melalui pendekat-
an berbasis wilayah. 
Dalam perkem-
bangannya, konsep 
tersebut diperluas 

ga, kesehatan repro-
duksi, pemberdayaan 
perempuan, serta 
pengendalian per-
tumbuhan penduduk 
ditempatkan dalam 
kerangka pemban-
gunan berkelanjutan, 
termasuk melalui Sus-
tainable Development 
Goals (SDGs) yang di-
adopsi negara-negara 
anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada 
2015.

DP3AKB Baubau 
kini mendorong 43 
Kampung KB berkem-

bang sesuai poten-
si dan karakteristik 
wilayah masing-mas-
ing. "Kami optimistis 
seluruh Kampung KB 
dapat berkembang 
sesuai potensi serta 
keunikannya mas-
ing-masing," kata Ab-
dul Rahman. Pengua-
tan tersebut diarahkan 
agar Kampung KB 
menjadi pusat gera-
kan masyarakat dalam 
membangun keluarga 
yang sehat, mandiri, 
dan sejahtera.(*)

naker Kota Baubau, 
Dra. Hj. Siti Amalia 
Abibu, M.Si., men-
gatakan pemantauan 
tersebut diperlukan un-
tuk mengetahui kondi-
si sebenarnya di lapa-
ngan, bukan sekadar 
mencatat keberadaan 
anak jalanan, pemu-
lung, gelandangan, dan 
pengemis. Pemerintah 
juga mengecek kondi-
si sosial ekonomi serta 
bantuan yang sebelum-
nya diterima.

“Tim terpadu turun 
bersama untuk melaku-
kan pengawasan dan 
pembinaan kepada ge-
landangan dan pengem-
is, khususnya anak-
anak yang ada di Kota 
Baubau,” kata Siti Ama-
lia dalam siaran pers, 
Jumat (11/9/2026).

Dalam kegiatan itu, 
petugas menemukan 
sejumlah pemulung 
dan anak jalanan yang 
sebelumnya telah mem-
peroleh bantuan Aten-
si dari Sentra Meohai 
Kementerian Sosial 
RI, termasuk bantu-
an pemenuhan hidup 
layak atau sembako. 
Sebagian warga yang 
ditemui juga tercatat 

sebagai penerima Pro-
gram Keluarga Hara-
pan (PKH) dan bantuan 
sosial lainnya. Kondisi 
tersebut menjadi dasar 
bagi Dinsosnaker un-
tuk melakukan verifi-
kasi dan validasi data 
kependudukan, kondisi 
sosial ekonomi, serta 
kesesuaian bantuan.

Pendekatan pen-
dataan dan asesmen 
semacam ini sejalan 
dengan perkembangan 
kebijakan perlindun-
gan sosial di Indonesia 
yang sejak era reforma-
si semakin diarahkan 
pada pendataan rumah 
tangga dan pemberian 
bantuan berdasarkan 
kondisi penerima. Se-
cara global, perlindun-
gan anak juga berkem-
bang melalui Konvensi 
Hak Anak Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) 
yang diadopsi pada 
1989 dan menempatkan 
kepentingan terbaik 
anak, perlindungan, 
serta hak memperoleh 
pendidikan sebagai ba-
gian penting dari kebi-
jakan negara.

“Pendataan ini san-
gat penting untuk mer-
encanakan penyelesa-
ian akar masalah. Kita 

ingin menyelesaikan 
permasalahan mereka 
secara permanen dan 
bersifat humanis,” ujar 
Siti Amalia.

Bagi anak yang 
masih berada di jalan, 
Dinsosnaker member-
ikan edukasi kepada 
keluarga agar tidak 
melibatkan anak dalam 
aktivitas yang dapat 
membahayakan kese-
lamatan dan masa de-
pan mereka. Sementara 
anak yang telah putus 
sekolah akan dikoor-
dinasikan untuk mem-
peroleh kembali ak-
ses pendidikan, antara 
lain melalui program 
Sekolah Rakyat mau-
pun pendidikan pe-
santren sesuai kondisi 
dan keinginan anak. 
Dinsosnaker juga akan 
berkoordinasi dengan 
Sentra Meohai Kemen-
sos RI, perangkat daer-
ah, kecamatan, kelu-
rahan, pekerja sosial, 
dan TKSK. “Kita in-
gin anak-anak mereka 
tidak lagi mengemis 
di jalan karena sangat 
berisiko terhadap kes-
elamatan mereka,” te-
gas Siti Amalia.(*)


